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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.
Latar Belakang 

Proses perencanaan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam rangka mencapai sebuah kesetabilan. Sehingga setiap aktivitas yang ada di dalamnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan memiliki titik fokus untuk mencapai satu  kondisi keseimbangan dalam konteks problem solving, future oriented dan resource allocation. Oleh karena itu dalam memahami perencanaan maka akan lebih baik apabila perencanaan dipahami sebagai sebuah suatu upaya untuk membuat pengetahuan dan tindakan teknis dalam perencanaan yang secara efektif akan mendorong tindakan-tindakan publik.

Setidaknya ada tiga rasionalitas yang saling berinter-relasi dalam penentuan kebijakan publik, yaitu technological rationality, politician rationality dan ethical rationality. Technological rationality menekankan kepada epistemologi ilmu modern. Political Rationality merupakan logika kepentingan yang selalu mengedepankan pemeliharaan kebijakan dan institusi. Namun seringkali motif mempertahankan institusi dan kebijakan menyelubungi motif untuk mempertahankan kekuasaan dan mencari keuntungan. Ethical rationality lebih menekankan pada pencitraan, pemeliharaan atau mempertahankan norma.

Adapun proses perencanaan pembangunan nasional meliputi :

1. Proses politik

2. Proses teknokratik (Perencana yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana).

3. Proses partisipatif (Proses yang melibatkan masyarakat {stakeholders}).

4. Proses bottom-up dan top-down (Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan)

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui musyawarah di tingkat kelurahan yang dilanjutkan dengan musyawarah di tingkat Kecamatan dan Kota. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Cimahi menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti mengambil judul “Proses Perencanaan Pembangunan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Cimahi Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)”
1.2.
Identifikasi Masalah

1. Bagaimana BAPPEDA menetapkan tujuan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi?

2. Bagaimana BAPPEDA menentukan situasi sekarang dalam meningkatkan perencanaan pembangunan Kota Cimahi?

3. Bagaimana BAPPEDA dalam menentukan bantuan dan mengantisipasi rintangan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi?
4. Bagaimana BAPPEDA mengembangkan seperangkat tindakan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi?
1.3.
Maksud dan Tujuan 


Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kordinasi Badan Perencanaan Pembangunan dalam meningkatkan perencanaan Kota Cimahi Tahun 2009


Adapun Tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana BAPPEDA dalam meningkatkan tujuan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi

2. Untuk mengetahui bagaimana BAPPEDA dalam menentukan situasi sekarang dalam meningkatkan perencanaan pembangunan Kota Cimahi
3. Untuk mengetahui bagaimana BAPPEDA dalam menentukan bantuan dan mengatisipasi rintangan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi

4. Untuk menetahui bagaimana BAPPEDA dalam mengembangkan seperangkat tindakan dalam meningkatkan pembangunan di Kota Cimahi 

1.4.
Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan terutama mengenai Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kota Cimahi Tahun 2009
2. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala dan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam meningkatkan pembangunan di Kota Cimahi Tahun 2009
3. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah setempat, khususnya bagi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Cimahi mengenai Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam meningkatkan pembangunan di Kota Cimahi Tahun 2009
1.5.
Kerangka Pemikiran
Perencanaan kota merupakan suatu pemikiran rasional dan kegiatan implementatif untuk mengakomodasi kebutuhan baru di masa datang. Hal ini dimaksudkan untuk memprediksi perkembangan kota dengan melihat karakteristik lokal dan regional. Sehingga informasi yang up to date menjadi tuntutan proses perencanaan. Pemikiran rasional dalam perencanaan merupakan proses identifikasi potensi, kendala, permasalahan, kecenderungan perkembangan, dan keterkaitannya dengan kota-kota lain disekitarnya dalam suatu konstelasi regional. Sedangkan kegiatan implementatif merupakan suatu kegiatan pelaksanaan rencana dalam bentuk program-program pembangunan. Sehingga, kebutuhan kota di masa depan dapat dimanifestasikan dalam bentuk fisik dan non fisik berupa sosial budaya, sosial ekonomi, politik yang diwujudkan dalam rencana-rencana pembangunan kota.

Stoner James A. F (1988) dalam merumuskan empat langkah dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut;

1. Menetapkan Tujuan;
2. Menentukan situasi sekarang;
3. Menentukan bantuan dan rintangan;

4. Mengembangkan seperangkat tindakan. (Stoner James A. F dalam Yayat M. HeruJito 2001:89-90)

Produk rencana tersebut berupa rencana tata ruang yang berdimensi pada dimensi waktu pelaksanaan. Oleh karena itu perencanaan kota harus mencerminkan kondisi yang berkesinambungan. Hal ini karena dalam proses pelaksanaannya penyusunan dokumen perencanaan tidak akan lepas dari kecenderungan perkembangan eksisting kota dan arahan pembangunan dari dokumen perencanaan di atasnya. Data yang aktual menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan perencanaan. data merupakan suatu refleksi kondisi eksisting wilayah/ kota berupa "modal" awal pengidentifikasian kondisi serta penyelarasan perencanaan dengan karakteristik lokalnya.

Menurut Yayat M. Herujito dalam bukuya Dasar-dasar Menejemen

Perencanaan berisi perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diiginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah di tetapkan (2001:84).

Perencanaan adalah hasil-hasil keputusan. Planning suatu proses menentukan plan (rencana). Dengan kata lain perencanaan diproses oleh planer (perencana) dan hasilnya adalan plan (rencana).

Definisi perencanaan menurut George R. Terry: 
Planning is the selecting and realiting of facts and the making and using of assumption regarding the future in the fusualization and formulation of proposed activation belived necessary to achieve desired result. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (George R. Terry dalam Hasibuan 1993:94).

Dampak perencanaan baru terasa pada masa yang akan datang, agar resiko yang ditanggung relatif lebih kecil, hendaknya segala kegiatan, tindakan, kebijaksanaan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan dihubungkan dengan masalah “memilih” artinya, menilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada; tanpa alternatif perencanaanpun tidak ada.

Perencanaan paling baik apabila dilaksanakan selangkah demi selangkah yang diatur dalam urutannya yaitu perencanaan dimulai dengan pengumpulan data yang relevan kemudian dilanjutkan dengan menentukan persoalan yang harus dipercahkan dan tujuan yang harus dicapai, dengan membuat sederetan cara pemecahan yang mungkin dapat dilakukan, dengan mengadakan pengujian pemecahan soal-soal ini secara komparatif sesuai dengan tujuan perencanaan dan akhirnya dengan memilih tahapan pelaksanaan yang diinginkan dan menjabarkan tahap pelaksanaan itu ke dalam rencana tindakan.

Berdasarkan pejelasan dari teori yang tercantum diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan suatu perencanaan dampak-dampak putusan yang di rumuskan oleh badan atau instansi guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama dalam upaya mensejah terakan masyarakat.

Konsep penting dalam proses perencanaan modern adalah bahwa perencanaan harus merupakan perencanaan iteratif (tinjauan berulang), dengan masing-masing tahapan menjadi lebih terperinci dan lebih konkrit. Tiap-tiap siklus terdiri atas rangkuman persoalan melakukan usaha dengan pemecahan, dan mempertimbangkan kebaikan pemecahan persoalan itu terhadap apa yang telah diketahui upaya meningkatkan pembangunan.

Menurut W. W. Rostow dalam bukunya Arief Buduman tentang teori pembanguan dunia ke tiga pembangunan adalah

merupakan suatu proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang menuju ke kamsyarakat yang lebih maju (2000:25-26).

Proses ini dengan berbagai fariasinya pada dasarnya dimanapun dan kapanpun juga. Fariasi yang ada bukanlah merupakan suatu perubahan yang mendasar bagi proses ini, melainkan hanya berlangsung pada permukaan saja.

W. W. Rostow membagi proses pembangunan menjadi lima tahapan yakni:
1. Masyarakat Tradisional; Masyarakat masih cenderung bersifat statis, dalam konteks ini sudah temat jelas artinya produksi akan berjalan lamban;
2. Pra kondisi untuk lepas landas; meskipun masyarakat tradisional sangat lamban, namun dalam titik ini dia mencapai prakondisi untuk lepas landas, jadi masyarakat sedikit lebih maju didorong dengan adanya campur tangan dari luar;
3. Lepas landas; pada periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses perubahan ekonomi;
4. Bergerak kekedewasaan; setelah lepas landas akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak kedepan, meskipun kadang-kadang masih terjadi pasang surut;
5. jaman konsumsi masal yang tinggi; dalam periode ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkatkan ke kebutuhan yang lebih tinggi. (W. W. Rostow dalam arif budiman 2000:26-28)
Pembangunan selalu mengingatkan kita pada gagasan tentang kemajuan, kesejahteraan, dan kekayaan. Ikhtiar pembangunan memang demi mencapai hal-hal itu. Namun, pada praktiknya, pembangunan justru seringkali menemui kebuntuannya sendiri. Pembangunan, saat ini semakin kehilangan daya pikat dan vitalitasnya. Praktik dan wacana pembangunan saat ini berada dalam titik kritis akibat berbagai ketidak selarasan dan kesenjangan.

Dalam kerangka itulah, kita mencoba memberikan kritik moral atas praktik-praktik pembangunan yang seringkali melenceng dari cita-cita awalnya serta telah menggerus kepedulian antar sesama. Dan juga melakukan gugatan dan kritik tajam terhadap pondasi yang menopang terhadap proyek pembangunan yang terjadi di Dunia Ketiga yang sering mengalami paradoks-paradoks dan kebuntuan. Beragam proyek pembangunan yang selama ini terus menerus digenjot dan ”dipaksakan” oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, ternyata hanya berorientasi bisnis semata dengan mengesampingkan dimensi-dimensi lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan berdasarkan analisis peneliti adalah sebuah proses yang untuk mencapai suatu tujuan yang mana terdapat beberapa faktor untuk mencapai suatu pembangunan yang berkualitas guna mencapai suatu tujuan yang maksimal.

Pemerintah Kota Cimahi menggunakan pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunannya. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui musyawarah di tingkat kelurahan yang dilanjutkan dengan musyawarah di tingkat Kecamatan dan Kota. 

Sistem Perencanaan Pembangunan itu sendiri adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan tahunan (RKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pengertian yang berkaitan dengan pelayanan publik:

1. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Instansi Pemrintah adalah koleksi meliputi satuan kerja/satuan organisasi Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah Lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
3. Unit penyelenggaraan pelayanan publik adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik;
4. Pemberian Pelayanan Publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangundangan;
5. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum;
6. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik yang besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara atau pemberi pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat;
Definisi pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5) adalah;

Sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau suatu kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat dengan suatu produk secara fisik (Sinambela 2005:5 dalam Harbani Pasolong 2008:199)

Berdasarkan penjelasan di atas jadi dapat ditarik kesimpulan bahya pelayanan publik harus di wujudkan lebih maksimal lagi, dikarenakan tugas dari pemerintah pada dasarnya adalah melayani bukan dilayani sesuai dengan pewujudan Good Governence.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 
1) Menetapkan Tujuan
Dalam langkah yang pertama ini BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan) ini yang notabenenya sebagai perencana harus mentapkan apa yang dibutuhkan organisasi atau subunit sehingga sumberdaya organisasi tidak terpencar dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif

2) Menentukan Situasi Sekarang

Dalam langkah yang selanjutnya BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Mendefinisikan keadaan saat ini, artinya BAPPEDA harus mendapatkan informasi tentang keadaan yang sekarang ini tentang seberapa jauhnya jarak organisasi menempuh sasarannya guna memperlancar langkah selanjutnya dalam memberikan pelayanan yang baik

3) Menentukan Bantuan dan Rintangan

Langkah BAPPEDA (Badan Perencanaan Penbangunan Daerah) selanjutnya adalah mengidentifikasikan hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan. Dengan menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal organisasi dapat diketahui faktor-faktor yang membantu pencapaian tujuan dan yang menimbulkan masalah. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini membantu BAPPEDA (Perencana) dalam meramalkan situasi di masa mendatang 
4) Mengembangkan seperangkat tindakan

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan BAPPEDA adalah mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Langkah ini melibatkan berbagai alternatif, arah tindakan untuk mencapai sasaran, mengevaluasi aternatif-alternatif yang ada dan memilih di antara alternatif tersebut
Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran


1.6    Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Irawan Suhartono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya)menjelaskan bahwa:
“Metode penelitian deskriptif adalah metode untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih” (Soeharto, 2002:35).

Peneliti menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kota Cimahi Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena pada penelitian ini terdapatnya satu variabel yang bersifat mandiri. 

Berdasarkan metode yang digunakan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupa gambaran dari jawaban informan. Sugiyono dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif mendefinisikan pengertian kualitatif, sebagai berikut:

“Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi” (Sugiyono, 2005:1)”.

Definisi-definisi di atas menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual dan akurat dalam sebuah penelitian. Peneliti mengutamakan kualitas data, artinya data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat (tidak menggunakan analisis statistika).
1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan adalah:

a. Observasi non partisipan adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan. 

b. Studi Pustaka adalah teknis pengumpulan data yang dilakukan melalui penganalisaan teori-teori yang terdapat dalam buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan Perencanaan Dalam Meningkatkan Pembangunan. Sumber yang dimaksud adalah seperti yang tertulis dalam daftar pustaka dan sumber-sumber lain yang relevan. 
1.7.
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL


Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian adalah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jl. Demang Hardjakusumah Gedung Pemkot B lantai 3 Kota Cimahi

Adapun jadwal penelitian dimulai dari bulan Januari 2009 sampai Juni 2008  dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

	No
	              Waktu

Kegiatan
	Tahun 2009

	
	
	Mei
	Juni
	Juli
	agustus
	September
	Oktober

	1
	Penyusunan Rancangan Judul
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Penyusunan Usulan Penelitian
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Seminar Usulan Penelitian
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Pengumpulan Data
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Penulisan laporan
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